PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomar 294 (Gedung Pemda Il), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman hiips:liwveb.disdik.klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR :400.3.2/946 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/701/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PUNDUNGSARI
KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a.bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan
Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Pundungsar I
yang beralamat di Pulo RT 09 RW 04, Pundungsari,
Trucuk tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor
19/TKP.PDS 1/1X/2025 tanggal 12 September 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan
lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah
memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas,

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini lelah ditandatanganl sscar slekironik menggunakan serifikal elekbonik
yang diterbitkan oleh Balal Besar Seriikasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSN).
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4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan,

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan;

9, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar
dan Jenjang Pendidikan Menengah;

10, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan

Pembelajaran;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Diokumen Inl ielsh dilandatangani secara slekironik menggunakan sertiflol slekbonk
yang diterbitkan gleh Balal Besar Sertificrs) Elekironik (BSE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSHN).
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13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

14, Surat Edaran  Sckretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26
Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan

Pendidikan.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten Nomor 421.0/701/11/2011 tentang lzin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI PUNDUNGSARI I

Tahun Berdiri : 20 Maret 1970
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Pulo RT 09 RW 04
Pundungsari, Trucuk
Penyelenggara :
Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada
Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlalu sejak tanggal ditetapkan,

Klaten, 27 Oktober 2025
Kepala  Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

Dokumen inl telah ditandatangani secam elekirenik moenggunakon sertifikat elekironik
yang diterbitkan oleh Balal Besar Serlifikasi Elckironik (BSrE), Bedan Siber dan Sand Megara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA PUNDUNGSARI

SURAT KETERANGAN
Yao /36 /1 /2028

MNomaor 2.0 et e it A

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pundungsari Kecamatan Trucuk Kabupaten
Klaten menerangkan dengan sebenamya bahwa:

TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PUNDUNGSARI I

(TK PERTIWI PUNDUNGSARI I)

Didirikan sejak tanggal: 20 Maret 1970 dan sampai sekarang masih berfungsi dan berjalan
dengan baik.

Selanjutnya kepada vang bersanglutan agar menjadikan periksa dan dapat dipergunakan
sehagaimana mestinya.

Pundungsari, 08 Januari 2025

Kepala Desa Pundungsan
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PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN TRUCUK
DESA PUNDUNGSARI
Alamat : Dk Prndnngsari, Ds. Punduigsari, Kee. Trucuk, Kab, Klaten, Kode Pos 37467
SURAT I1ZIN PENGGUNAAN TANAH
Nomor: 506:3 7008/ /202§
Yang bertanda tangan di bawah ini ;
Hama : ARIS SRIYONO
Alamat : Soko Bam, RT. 15 RW. 07, Pundungsari, Trucuk, Klaten

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benamnya bahwa kami selaku Kepala Desa
Pundungsari atas tanah persil :

Nomaor 07

Persil M4

Luas : 100 m?

Atas Nama : Tanah Kas Desa

Yang terletak di : Dk. Pulo, RT. 15 RW. 07 Ds. Pundungsari, Kec. Trucuk,
Kahb. Klaten

Menyatakan tidak keberatan jika tanah tersebut ditempati/dipergunakan oleh :

Mama : Taman Kanak-kanak Pertiwi Pundungsari [
NPSN 1 20357208
Nomor Induk TE/NSS : 000240000203 1006024
Alamat : Dk, Pule, B % RW. 04 Ds. Pundungsani, Kec. Trucuk,
Kab. Klat.
Tanah tersebut sampai dengun .~ menjadi sengketa dengan pihak lain baik
mengenai kepemilikannya maupu © & asaya
Surat izin penggunaan tanah in. ' 4 xelengkapan untuk permohonan ijin operasional
lembaga TK Pertiwi Pundungszri .

Demikian surat izin penggurie.. tanah kami saya buat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pundungsari, 06 Januari 2025
Pemohon 1zin
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
MNOMOR : c-12.H7.01.02. T 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca {  Surat sormohonan dord Holarin Wachmal Wigpma, fil Nomor
10/t=19/VI1/2005 Ltruvgsad OO Juli 2005 perihal permehonan
pengeasalian yayasan yane di Levima Langggad ) Deaember 2005.

Bahwa setelah dilakukan penclilian terhadap Akla Pendirian Yayasan yang
disampaikan kepada kami, akta lerscbul telah memenuhl syarat-syaral dan
kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga lidak ada
lkeberatan untuk memberikan pengesahan alas Akta Pendirian Yayasan yang
dimaksud.

Mengingat ¢ I. Undeng-undang Momor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Momer 112, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesla Momer 4 132) juncte Undang-undang Republik
Indonesia Momeor 2B Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Momor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Mamor | 15, Tambahan Lermbaran Megera Republik
indonesia Momar 4430), :

Surat Keputusan Digehtur Jenderal Administrasi Hukum Umumn Departemnen

Hukum dan Hak"Asasi Manusia Republik Indonesla Momor C-
26.HT.01.10.TH 2004 225001 06 Desember 2004 tentang Tata Cara
Pengesahan Akta Pendifian dan Persetujuan Akla Penubahan Anggaran
Diasar Yayasan. . L
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berkedudukan di Semnaren, seduni Akta Nomox 09 tanggal 12
Juni 2001 yang dibuat oleh Jdotaris Dektor Julinna Karting
Joedjendro, 8H berkedudukan i Uemarang dan dkin Homor 24
tanggal 30 Jund 2005 yonz dibaat oleh Hetarlc Hachmat
Wiguna, Sl borkedudukon di Vemnrong.
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Heputusan Menteri Hukum dan Halk Asasi Manusia Republik Indonesia ini
mulal berlaku sejok tanggal dilelapkon,

Ditetaphan di Jakaila
¥ pada tangnal 02 Januarl 2006
A, MEMTERI HUKUM DAM HAK ASASI MANUSIA REPUDLIK INDOMNESIA

DIREKTUR JENDERAL
ADMIMISTRAS] HOKUM UMM
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